SALINAN

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESI'X

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

a.

bahwa untuk menjamin kepastian status akreditasi
program dan/atau satuan pendidikan tinggi yang
disebabkan oleh keterlambatan penetapan hasil akreditasi
ulang oleh BAN-PT perlu mengubah Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



.

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia ~ Nomor
84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu Il;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan - PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG BADAN
AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Pasal |

Mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan menyisipkan Pasal 10A diantara
Pasal 10 dan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10A

(1) Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan
oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa berlaku
akreditasinya tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status
akreditasi baru oleh BAN-PT.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi
kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi

berakhir.”

Pasal Il

Peraturan Menteri ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bira-Hukum dan Organisasi
sl endidikan Nasional,

RkumM dan Qrganisasi,
Ep \
NE ’ '
=

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD

MOHAMMAD NUH
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